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ABSTRACT 
        This study entitled "a comparative study of Imam Syafi'i and Imam Malik's opinion on 
Taking Fruit Trees on Land Pawn Goods (Case Study in Guluk-guluk District, Sumenep 
Regency). The pawning party generally gives the pawn party the land with the fruit of the tree to 
the pawn recipient and must give the fruit of the tree to the pawn recipient until the pawner pays 
the debt. 
       The research method used in this study is the field research method (Case Study) also 
intended to study intensively about the background of the current situation, as well as the specific 
social unit environmental interactions that are (given). 
       The results of this study regarding the taking of fruit trees on earthly pawned goods carried 
out by the Guluk-guluk District community according to Imam Syafi'i the fruit of the tree is not 
part of the pawning goods (marhun bih) but the fruit is the property of the mortgaged person (ar-
Raahin ). Meanwhile, according to Imam Malik, the law is permissible if it is used as a pawn 
condition. 
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PENDAHULUAAN 
Pembahasan tentang ar-Rahn 
semakin meluas dan berkembang karena 
semakin sering dan banyaknya penerapan 
yang dilakukan oleh ummat dalam akad 
ar-Rahn. Adapun yang melatar belakangi 
masyarakat sering melaksanakan gadai 
adalah karena proses gadai yang tidak 
membutuhkan waktu yang berlebihan. 
Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan 
masalah yang dihadapinya dengan 
menggunakan barang berharga yang 
dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus 
kehilangan barang tersebut, karena pada 
akhirnya ketika ia mengembalikan 
pinjaman yang dia pinjam, maka ia dapat 
langsung mengambil kembali barang yang 
dijadikan jaminan tersebut. Sehingga ia 
dapat memperoleh yang diinginkannya 
tanpa harus mengorbankan apa yang 
dimilikinya.  
Secara etimologi, ar-Rahn berarti 
 بُوة ٔوَ دَّذنة ٔوَ  بُ ٕبْ بُ ثُّلنة (tetap dan lama), yakni 




yang tertera dalam QS. Al-Muddatstsir 
Ayat 38: 
 ةٌ وَُبْ ْبِ وَس بْ وَ وَغوَ  ت ًوَ بِ  سٍظبْ وََ ثُّمبُ  
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“Setiap orang bertanggung jawab atas apa 
yang telah dilakukannya.”2 
Ulama kontemporer Indonesia, 
Quraish Shihab mengatakan bahwa setiap 
orang tergadai di sisi Allah SWT. Ia pun 
harus menebusnya dengan amal-amal 
perbuatan yang baik. Setiap pribadi 
tersebut seakan-akan berhutang pada 
Allah SWT, maka ia harus membayar 
utang tersebut sebagai cara pembebasan 




        Sedangkan ar-Rahn menurut 
terminology adalah: 
a. Menurut Sayyid Sabiqar-Rahn adalah 
menjadikan barang berharga menurut 




b. Menurut Muhammad Rawwas 
Qal’ahji bahwa ar-Rahn adalah 




c. Menurut Masjfuk Zuhdi ar-Rahn 
adalah perjanjian atau akad pinjam 
meminjam dengan menyerahkan 
barang sebagai tanggungan hutang.
6
 
d. Menurut Nasrun Haroen, ar-Rahn 
adalah menjadikan suatu barang sebagai 
jaminan terhadap hak yang mungkin 
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Menurut Syaikh Zainuddin ibn 
Abdil Aziz Al-Malibari mendefisikan 
ar-Rahn adalah  
 ٔوَ ٍسٍ بْيوَذبِ  ً وَقبْ بِث ٔوَ  ت ٓوَ بُؼبْ وَ  بُص ٕبْ بُجوَي ٍسٍ بْ وَػ بُمبْؼ وَج ٕوَ ْبُ
 ّبِ بِاتوَ ٔوَ  بِسثُّزوَؼوَ  وَذُبْ بِػ ت ٓوَ ُبْ بِي  وَ ٕبْ وَ بْغبُي 
“ar-Rahn adalah menjadikan 
sesuatu yang boleh diperjualbelikan 
sebagai jaminan hutang yang 
diserahkan ketika pelunasan”.8 
 
 بِع بِستدَّشنة بِش
بْظوََ بْيبِ  ةٌ وَ نت وَي ةٌ ًوَ بْ بِق ت ٓوَ وَن ٍسٍ بْ وَػ بُمبْؼ وَج
 ٍسٍ بْيوَذبِ  ً وَقبْ بِث ٔوَ , ٔبْ وَأ ٍبِ بْيدَّذنة وَكبِنوَر بُز بْخوَأ ٍبُ بِك ًبْ بُي بُثبْ وَ بِ 
 ٍبِ بْ وَؼبْنة وَكبْهبِ  ٍبْ ًبِ ٓبِ بِ بْؼوَ  بُز بْخوَأ 
“ar-Rahn adalah menjadikan 
barang yang memiliki nilai harta 
menurut pandangan syari’ yang 
dijadikan jaminan hutang, dengan 
ketentuan dimungkinkan untuk 
mengambil semua utang, atau 
mengambil sebagiannya dari benda 
(jaminan) tersebut.”9 
 
Ulama Syafi’iyah mendefinisikan 
ar-Rahn adalah: 
 وَذُبْ بِػ ت ٓوَ ُبْ بِي  وَ ٕبْ وَ بْغبُي ٍسٍ بْيوَذبِ  ً وَقبْ ث ٔوَ  ٍسٍ بْ وَػ بُمبْؼ وَج
 ّبِ بِاتوَ ٔوَ  بِسثُّذوَؼوَ  
Menjadikan suatu benda sebagai 
jaminan utang yang dapat dijadikan 
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Berdasarkan pengertian di atas 
Hasbi as-Shiddieqy mengambil 
kesimpulan bahwa ar-Rahn adalah: 
 بِع بِستدَّشنة بِش
بْظوََ بْيبِ  ةٌ دَّ بِنت وَي ةٌ ًوَ بْ بِق وَ ت ٓوَن ٍسٍ بْ وَػ بُمبْؼ وَج
 ٔبْ وَأ ٍبِ بْيدَّذنة وَكبِنوَر بُز بْخوَأ ٍبُ بِك ًبْ بُي بُثبْ وَ بِ  ٍسٍ بْيوَذبِ  ً وَقبْ بِث ٔوَ
 ٍبِ بْ وَؼبْنة وَكبْهبِ  ٍبْ بِي ّبِ بِ بْؼوَ  بُز بْخوَأ 
Menjadikan suatu benda berharga 
dalam pandangan syara’ sebagai 
jaminan atas utang selama ada dua 
kemungkinan, untuk mengembalikan 
atau mengambil sebagian benda itu. 
 
Imam Syafi’i menjelaskan 
bahwa dalam ayat di atas ada kata 
perintah untuk menulis, baik dalam 
keadaan muqim maupun dalam keadaan 
perjalanan dan Allah menamainya 
sebagai rahn jika mereka dalam 
keadaan musafir dan tidak menemukan 
seorang penulis.  
 ثُّي بِؼبِ تدَّشنة وَلتوَق : بِشوَ بْؼ وَج ٍبْ وَػ ثُّي بِد بْس ٔوَ ةدَّذنة توََ وَشوَ بْخوَأ
 سٍذ ًدَّ وَ بُي ٍبِ بْ ة , بُووَلادَّغنة ت ًوَ ٓبِ بْ وَه وَػ ّبْ بِ وَأ ٍبْ وَػ , وَلتوَق
 بُّوَػ بْسد وَىدَّه وَع ٔوَ  ّبِ بْ وَه وَػ بُالله  دَّه وَص بِالله بُل ٕبْ بُع وَس ٍوَ ْوَ وَس
ي بِد ٕبْ ٓبُ وَ بْنة بِى بْ دَّشنة بْيبِ وَأ وَذُبْ بِػ 
Imam Syaf’i berkata : telah mengabarkan 
kepada kami ad-Dawardi dari Ja’far ibn 
Muhammad dari ayahnya Ia berkata 
Rasulullah telah menggadaikan baju 
besinya kepada Abu asy-Syahmi dari 
bangsa Yahudi. 
 
 دَّم وَج الله ٌوَ وَروَ أوَ  ّبِ بْ وَه وَػ بِالله بُ ًوَ بْح وَس ثُّي بِؼبِ تدَّشنة وَلتوَق
 ةٌو بِصوَلا ٌّق وَح ٍبُ بْيدَّذنة ٔوَ  ٍبِ بْيدَّذنة بْيبِ  ٍبِ ْبْ دَّشنتبِ  بُِ بُؤتوَ ُوَث
 , ٍوَ بِي ّسٍ بْج ٕوَ بِ  وَو بِضوَن ٔبْ وَة بُكبِه ًبْ وَي ت ًدَّ بِي سٍ بّق وَح ثُّمبُكوَ 
 ّبِ بْ بِ  ٍبُ ْبْ دَّشنة وَصت وَج ِبِ ٕبْ بُج ٕبُ بْنة 
        Imam Syafi’i berkata bahwa Allah 
membolehkan rahn di dalam hutang dan 
hutang adalah hak yang mengikat maka 
setiap hak yang dapat dimiliki dengan 
berbagai cara (jual beli) maka akad rahn 
hukumnya boleh. 
        Dalam salah satu kitab karya Imam 
Malik beliau menjelaskan ketika beliau 
ditanya “bagaimana pendapat anda 
tentang orang yang menggadaikan barang 
dan ia punya hutang yang menghabiskan 
hartanya dan dan tidak ada yang 
melunasinya. Apakah boleh rahnnya? 
Suhun bin Sa’id juga pernah menanyakan 
pertanyaan yang hampir sma di mana 
beliau bertanya kepada Imam Malik 
tentang laki-laki yang melakukan jual 
beli dengan orang lain sedangkan dia 
punya hutang apakah dia boleh 
melakukan akad rahn dan apakah dia 
tidak dikategorikan orang yang terlarang 
untuk rahn maka Imam Malik menjawab 
bahwa rahnnya boleh selama belum 
termasuk orang yang bangkrut. 
10
 
       Salah satu praktek gadai yang penulis 
temukan ialah praktek gadai yang 
dilaksanakan oleh masyarakat Guluk-
Guluk Sumenep. Masyarakat biasanya 
menggunakan tanah untuk menjadikan 
marhun (jaminan) dalam melakukan 
transaksi gadai. Proses gadai tersebut 
dilakukan dimana rahin dengan 
menggunakan tanah yang dijadikan 
marhun,  biasanya tanah ini ada yang ada 
pohon yang berbuah, misalkan pohon 
mangga, asam, rambutan dan ada yang 
tidak ada pohonnya. Kemudian rahin 
akan memperoleh uang sesuai dengan 
kesepakatan dari murtahin pada akad 
tersebut, selain itu juga ditentukan waktu 
berakhirnya akad gadai tersebut. Selama 
akad gadai tersebut berlangsung, apabila 
tanah yang ada buahnya tersebut berbuah 
maka buah tersebut secara otomatis 
menjadi milik murtahin. Sementara 
Rahin tidak punya hak untuk mengambil 
buah pohon dari tanah yang dia gadaikan 
kepada murtahin, bahkan kalau rahin 
mau mengambil buah dari pohon itu 
harus membelinya seperti orang lain 
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 Imam Malik bin Anas al-Asbahi, al-
Mudawwanah al-Kubro (Beirut: Daar al-Kitab 
ilmiyyah, 1994) cet. 1, 131 
4 
 
karena ia sudah tidak memiliki hak lagi 
terhadap pohon tersebut sampai dia 
menebus utangnya. 
         Sehubungan dengan praktek gadai 
di Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep 
tersebut, penulis tertarik untuk 
membahasnya mengenai Studi 
Komperatif antara pendapat Imam Syafi’i 
dan Imam Malik tentang praktek gadai 
yang terjadi di Kec. Guluk-Guluk, Kab. 
Sumenep. Untuk membahas 
permasalahan tersebut penulis mengambil 
judul “Studi Komperatif antaraPendapat 
Imam Syafí dan Imam Malik tentang 
Pengambilan Buah Pohon pada Barang 




Dalam penulisan Tesis ini penulis 
menggunakan jenis penelitian Lapangan 
(Field Research) yang juga disebut 
dengan penelitian kasus (Case Study) 
dimaksudkan untuk mempelajari secara 
intensif tentang latar belakang keadaan 
saat ini, serta interaksi lingkungan unit 
sosial tertentu yang bersifat apa adanya 
(given). Penelitian kasus ini merupakan 
studi mendalam mengenai unit sosial 
tertentu, yang hasil penelitian itu 
memberi gambaran luas dan mendalam 
mengenai unit sosial tertentu.
11
 Penelitian 
ini pada umumnya bertujuan untuk 
mempelajari secara mendalam terhadap 
suatu individu, kelompok, institusi, atau 
masyarakat tertentu, tentang latar 
belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor, 
atau interaksi-interaksi (sosial) yang 
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 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif 
Ancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil 
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(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Cet. I, 54. 
terjadi di dalamnya.
12
 Dalam hal ini 
penulis mencoba mengamati langsung 
mengenai praktek gadai yang dilakukan 
oleh ar-Rahin dan al-Murtahin yang 
berada di Kec. Guluk-Guluk, Sumenep. 
Diharapkan dengan dilakukannya 
penelitian lapangan ini penulis akan 
memperoleh data yang akurat mengenai 
proses dilakukannya akad gadai di 




1. Pengertian ar-Rahn 
       Secara etimologi, ar-Rahn 
berarti  بُوة ٔوَ دَّذنة ٔوَ  بُ ٕبْ بُ ثُّلنوَة (tetap dan lama), 




yang tertera dalamQS. Al-Muddatstsir 
Ayat 38: 
 ةٌ وَُبْ ْبِ وَس بْ وَ وَغوَ  ت ًوَ بِ  سٍظبْ وََ ثُّمبُ  
“Setiap orang bertanggung 
jawab atas apa yang telah 
dilakukannya.”14 
Ulama kontemporer Indonesia, 
Quraish Shihab mengatakanbahwa setiap 
orang tergadai di sisi Allah SWT. Ia pun 
harus menebusnya dengan amal-amal 
perbuatan yang baik. Setiap pribadi 
tersebut seakan-akan berhutang pada 
Allah SWT, maka ia harus membayar 
utang tersebut sebagai cara pembebasan 
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Sedangkan ar-Rahn menurut 
terminologi adalah: 
Menurut Sayyid Sabiq ar-Rahn 
adalah menjadikan barang berharga 




Menurut Muhammad Rawwas 
Qal’ahji bahwa ar-Rahn adalah 




Menurut Masjfuk Zuhdi ar-Rahn 
adalah perjanjian atau akad pinjam 




Menurut Nasrun Haroen, ar-Rahn 
adalah menjadikan suatu barang sebagai 
jaminan terhadap hak yang mungkin 
dijadikan sebagai pembayaran hak itu, 
baik keseluruhan ataupun sebagiannya.
19
 
Menurut Syaikh Zainuddin ibn 
Abdil Aziz Al-Malibari mendefisikan ar-
Rahn adalah  
 ٍسٍ بْيوَذبِ  ً وَقبْ بِث ٔوَ  ت ٓوَ بُؼبْ وَ  بُص ٕبْ بُجوَي ٍسٍ بْ وَػ بُمبْؼ وَج ٕوَ ْبُ ٔوَ
 ّبِ بِاتوَ ٔوَ  بِسثُّزوَؼوَ  وَذُبْ بِػ ت ٓوَ ُبْ بِي  وَ ٕبْ وَ بْغبُي 
“ar-Rahn adalah menjadikan 
sesuatu yang boleh diperjualbelikan 
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sebagai jaminan hutang yang diserahkan 
ketika pelunasan”.20 
 
 بِع بِستدَّشنة بِش
بْظوََ بْيبِ  ةٌ وَ نت وَي ةٌ ًوَ بْ بِق ت ٓوَ وَن ٍسٍ بْ وَػ بُمبْؼ وَج
 ٍسٍ بْيوَذبِ  ً وَقبْ بِث ٔوَ , ٍبِ بْيدَّذنة وَكبِنوَر بُز بْخوَأ ٍبُ بِك ًبْ بُي بُثبْ وَ بِ 
 ٍبِ بْ وَؼبْنة وَكبْهبِ  ٍبْ ًبِ ٓبِ بِ بْؼوَ  بُز بْخوَأ ٔبْ وَأ 
“ar-Rahn adalahmenjadikan 
barang yang memiliki nilai harta menurut 
pandangan syari’ yang dijadikan jaminan 
hutang, dengan ketentuan 
dimungkinkanuntuk mengambil semua 
utang, atau mengambil sebagiannya dari 
benda (jaminan) tersebut.”21 
 
Ulama Syafi’iyah mendefinisikan 
ar-Rahn adalah: 
 وَذُبْ بِػ ت ٓوَ ُبْ بِي  وَ ٕبْ وَ بْغبُي ٍسٍ بْيوَذبِ  ً وَقبْ ث ٔوَ  ٍسٍ بْ وَػ بُمبْؼ وَج
 ّبِ بِاتوَ ٔوَ  بِسثُّذوَؼوَ  
“Menjadikan suatu benda sebagai 
jaminan utang yang dapat dijadikan 
pembayaran ketika berhalangan dalam 
membayar utang.” 
 
Berdasarkan pengertian di atas 
Hasbi as-Shiddieqy mengambil 
kesimpulan bahwa ar-Rahn adalah: 
 بِع بِستدَّشنة بِش
بْظوََ بْيبِ  ةٌ دَّ بِنت وَي ةٌ ًوَ بْ بِق وَ ت ٓوَن ٍسٍ بْ وَػ بُمبْؼ وَج
 ٍبِ بْيدَّذنة وَكبِنوَر بُز بْخوَأ ٍبُ بِك ًبْ بُي بُثبْ وَ بِ  ٍسٍ بْيوَذبِ  ً وَقبْ بِث ٔوَ
 ٍبِ بْ وَؼبْنة وَكبْهبِ  ٍبْ بِي ّبِ بِ بْؼوَ  بُز بْخوَأ ٔبْ وَأ 
“Menjadikan suatu benda 
berharga dalam pandangan syara‟ sebagai 
jaminan atas utang selama ada dua 
kemungkinan, untuk mengembalikan atau 
mengambil sebagian benda itu”. 
Syafi’i Antonio dalam karyanya 
menjelaskan bahwa Gadai merupakan 
“suatu akad dimana menahan salah satu 
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harta milik si peminjam sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diterimanya”.22 
Pendapat lain disampaikan oleh 
Al-Imam Abu Zakaria Al-Anshari, 
menurut beliau bahwasanya ta’rif 
(definisi) ar-Rahn ialah menjadikan 
benda yang bersifat harta (harta benda) 
sebagai kepercayaan dari suatu utang 
yang dapat dibayarkan dari (harga) benda 
itu bila utang tidak dibayar.
23
 
2. Hukum ar-Rahn menurut Imam 
Syafi’i dan Imam Malik 
 Para ulama fiqh menyepakati 
bahwasanya rahn boleh dilakukan dalam 
perjalanan dan dalam keadaan hadir di 
tempat, asal barang yang dijaminkan 
tersebut dapat dipegang/ dikuasai (al-
qabdh) secara hukum oleh pemberi 
piutang (murtahin). Dalam hal ini, karena 
seperti yang kita ketahui bahwasanya 
tidak semua barang dapat dipegang/ 
dikuasai secara langsung, dalam keadaan 
tersebut maka paling tidak ada semacam 
pegangan yang dapat menjamin bahwa 
barang dalam status almarhun (menjadi 
agunan hutang). Misalnya, untuk barang 
jaminan berupa sebidang tanah maka 




a. Pendapat Imam Syafi’i tentang 
hukum ar-Rahn 
Imam Syafi’i menjelaskan 
hukum rahn dengan mengutip 
ayat al-Qur’an yaitu surat al-
Baqarah, ayat: 282. 
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  ًًّ وَغ بُي سٍم وَجوَأ  وَنبِإ ٍسٍ بْيبّذبِ  بْىبُ ُبْ وَيةوَذوَ  ةوَربِة ٍوَ بْي بِزدَّنة ت ٓوَ ثُّيوَأتوَي
 بُِة ٕبْ بُ بُ بْ توَ  
“Wahai orang-orang yang beriman 
jika kalian bermua’amalah tidak secara 
tunai pada waktu yang ditentukan maka 
hendaklah kalian menuliskan itu.” 
Imam Syafi’i menjelaskan bahwa 
dalam ayat di atas ada kata perintah untuk 
menulis, baik dalam keadaan muqim 
maupun dalam keadaan perjalanan dan 
Allah menamainya sebagai rahn jika 
mereka dalam keadaan musafir dan tidak 
menemukan seorang penulis.  
 ثُّي بِؼبِ تدَّشنة وَلتوَق : بِشوَ بْؼ وَج ٍبْ وَػ ثُّي بِد بْس ٔوَ ةدَّذنة توََ وَشوَ بْخوَأ
 سٍذ ًدَّ وَ بُي ٍبِ بْ ة , بُووَلادَّغنة ت ًوَ ٓبِ بْ وَه وَػ ّبْ بِ وَأ ٍبْ وَػ , وَلتوَق
 بُّوَػ بْسد وَىدَّه وَع ٔوَ  ّبِ بْ وَه وَػ بُالله  دَّه وَص بِالله بُل ٕبْ بُع وَس ٍوَ ْوَ وَس
ي بِد ٕبْ ٓبُ وَ بْنة بِى بْ دَّشنة بْيبِ وَأ وَذُبْ بِػ 
Imam Syafi’iberkata : telah 
mengabarkan kepada kami ad-Dawardi 
dari Ja’far ibn Muhammad dari ayahnya 
Ia berkata “Rasulullah telah 
menggadaikan baju besinya kepada Abu 
asy-Syahmi dari bangsa Yahudi 
 
 دَّم وَج الله ٌوَ وَروَ أوَ  ّبِ بْ وَه وَػ بِالله بُ ًوَ بْح وَس ثُّي بِؼبِ تدَّشنة وَلتوَق
 ةٌو بِصوَلا ٌّق وَح ٍبُ بْيدَّذنة ٔوَ  ٍبِ بْيدَّذنة بْيبِ  ٍبِ ْبْ دَّشنتبِ  بُِ بُؤتوَ ُوَث ,
 ِبِ ٕبْ بُج ٕبُ بْنة ٍوَ بِي ّسٍ بْج ٕوَ بِ  وَو بِضوَن ٔبْ وَة بُكبِه ًبْ وَي ت ًدَّ بِي سٍ بّق وَح ثُّمبُكوَ 
 ّبِ بْ بِ  ٍبُ ْبْ دَّشنة وَصت وَج 
Imam Syafi’i berkata bahwa Allah 
membolehkan rahn di dalam hutang dan 
hutang adalah hak yang mengikat maka 
setiap hak yang dapat dimiliki dengan 





 Namun tidak semua rahn itu 
dibolehkan oleh syafi’i. ada rahn yang 
menurut Imam Syafi’i tidak boleh 
sebagaimana yang beliau sampaikan 
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 بُو وَضبْهوَيوَلا ت ًوَ بْ بِ  ٍبُ ْبْ دَّشنة بُص ٕبْ بُجوَيوَلا ٔوَ .  وَػدَّدة ٕبْ وَهوَ 
 بُّ وَ وَنت وَص ٔوَ   بُِ وَشوَكَبْ وَ أوَ  تًّق وَح سٍم بُج وَس  وَهوَػ ةٌم بُج وَس
 تًخ ٕبْ بُغبْ وَي ٍبُ ْبْ دَّشنة ٌوَ ت وَ  ًتُ ْبْ وَس ّبِ بِ  بُّوَُْوَ وَس بُّوَُْوَ وَس ٔوَ
 ستكَلإة  هػ حه بّصنة وضبْهوَي لا ّ َوَ بِلِ . لتق ٕنٔ
 ٔة ّ  بْي ُوَ ُيةد ةرة ئ ش  هوَػ بْيسةد كُْسأ
ًتُْس ٍكي ىن بُّؼوَيتوَ  ٔأ بُّوَ ُوَيةوَد ىث بْيبِ ُوَ بْؼوَيتوَ  . ٌبّ لِ
 بّقح ٍٓ شًهن ٍبُكوَي بْىوَن ٔوَ  ٌوَ ت وَ  ٍْ بّشنة . الله ٌرةٔ
 ق نة ٍي ٍٓ شًهن ٌت  تً   ّ  بّمجٔ بّضػ
 ٔأ بّق نة ؤ بُضن ذؼ  بّلاة ص ٕبْ بُجي لاة  هػ  نلاد
 ٍوَ ْس لا  بّقح ٍبْ كي ىن ةوَرإ  ّهبْ ق ت دَّيأ  ّؼي. 
b. Pendapat Imam Malik tentang 
hukum ar-Rahn 
        Dalam salah satu kitab karya 
Imam Malik beliau menjelaskan ketika 
beliau ditanya “bagaimana pendapat anda 
tentang orang yang menggadaikan barang 
dan ia punya hutang yang menghabiskan 
hartanya dan dan tidak ada yang 
melunasinya. Apakah boleh rahnnya? 
Suhun bin Sa’id juga pernah menanyakan 
pertanyaan yang hampir sma di mana 
beliau bertanya kepada Imam Malik 
tentang laki-laki yang melakukan jual 
beli dengan orang lain sedangkan dia 
punya hutang apakah dia boleh 
melakukan akad rahn dan apakah dia 
tidak dikategorikan orang yang terlarang 
untuk rahn maka Imam Malik menjawab 
bahwa rahnnya boleh selama belum 
termasuk orang yang bangkrut. 
26
 
3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai 
a. Rukun Gadai 
      Para ulama fiqih berbeda 
pendapat dalam menetapkan rukun 
ar-rahn. Menurut jumhur ulama 
rukun ar-rahn itu ada empat, yaitu: 
1) Sighat atau perkataan. 
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 Imam Malik bin Anas al-Asbahi, al-
Mudawwanah al-Kubro (Beirut: Daar al-Kitab 
ilmiyyah, 1994) cet. 1, 131 
2) Adanya pemberi gadai (rahin) 
dan penerima gadai (murtahin) 
3) Adanya barang yang 
digadaikan (marhun) 
4) Adanya utang (murtahin bih)27 
       Adapun ulama Hanafiah 
berpendapat bahwa rukun ar-rahn 
hanya ijab dan qabul. Di samping itu, 
menurut mereka untuk sempurna dan 
mengikatnya akad rahn ini, maka 
diperlukan adanya penguasaan barang 
oleh pemberi utang. Adapun kedua 
orang yang melakukan akad (ar-rahin 
dan al-murtahin), harta yang dijadikan 
jaminan (al-marhun) dan utang (al-
marhun bih) menurut ulama Hanafiah 
hanya termasuksyarat-syarat ar-rahn, 
bukan rukunnya. 
1) Sighat atau perkataan 
Sighat menurut istilah fuqaha’ 
ialah: 
 سٍع ٔبْ بُش بْش وَي ّسٍ بْج ٔوَ   هوَػ سٍل ٕبْ بُ وَقبِ  بِثت وَجبْي بِلإة 
بُطتوَ بِ بْسبِة
ي بِضة وَشدَّ نة بُ بُ بْلوَي 
       Perkataan antara ijab dan qabul 
secara yang dibenarkan syara' yang 




2) Adanya pemberi gadai (rahin) dan 
penerima gadai(murtahin)  
Pemberi gadai haruslah orang 
yang dewasa, berakal, bisa 
dipercaya, dan memiliki barang 
yang akan digadaikan. Sedangkan 
penerima gadai adalah orang, bank, 
atau lembaga yang dipercaya oleh 
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rahinuntuk mendapatkan modal 
dengan jaminan barang (gadai).
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3) Adanya barang yang digadaikan 
(marhun) 
       Barang yang digadaikan 
harus ada wujud pada saat 
dilakukan perjanjian gadai dan 
barang itu adalah barang milik si 
pemberi gadai (ar-Rahin), 
barang gadaian itu kemudian 




4) Adanya hutang (marhun bih) 
       Hutang (marhum bih) 
merupakan hak yang wajib 
diberikan kepada pemiliknya, 
yang memungkinkan 
pemanfaatannya (artinya apabila 
barang tersebut tidak dapat 
dimanfaatkan, maka tidak sah), 
dan dapat dihitung jumlahnya.
31
 
b. Syarat-syarat Gadai 
      Adapun syarat-syarat ar-Rahn 
para ulama fiqih menyusunnya 
sesuai dengan rukun ar-Rahn itu 
sendiri. Dengan demikian syarat-
syarat ar-Rahn adalah sebagai 
berikut: 
1) Syarat yang terkait orang 
berakad (ar-Rahin dan al-
Murtahin) adalah cakap 
bertindak hukum. Kecakapan 
bertindak hukum, menurut 
jumhur ulama adalah orang yang 
telah baligh dan berakal. 
Sedangkan menurut ulama 
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Hanafiah kedua belah pihak 
yang berakad tidak disyaratkan 
baligh, tetapi cukup disyaratkan 
berakal saja. Oleh sebab itu, 
menurut mereka anak kecil yang 
mumayyiz boleh melakukan akad 
ar-Rahn asalkan mendapat 
persetujuan dari walinya. 
2) Syarat yang terkait dengan 
sighat, ulama Hanafiah 
berpendapatdalam akad itu ar-
Rahn tidak boleh dikaitkan oleh 
syarat tertentu. Karena akad ar-
Rahn sama dengan akad jual 
beli. Apabila akad itu dibarengi 
dengan syarat tertentu maka 
syaratnya batal sedang akadnya 
sah. Misalnya, orang yang 
berutang mensyaratkan apabila 
tenggang waktu utang telah 
habis dan utang belum dibayar, 
maka jaminan atau ar-Rahn itu 
diperpanjang satu bulan. 
Sementara jumhur ulama 
mengatakan bahwa apabila 
syarat itu ialah syarat yang 
mendukung kelancaran akad itu, 
maka syarat itu diperbolehkan, 
tetapi apabila syarat itu 
bertentangan dengan tabiaat 
akad ar-Rahn, maka syaratnya 
batal. Perpanjangan ar-Rahn 
satu bulan dalam contoh syarat 
di atas termasuk syarat yang 
tidak sesuai dengan tabiat ar-
Rahn. Karenanya syarat tersebut 
dinyatakan batal. Syarat yang 
diperbolehkan itu misalnya, 
untuk sahnya ar-Rahn, pihak 
pemberi utang minta agar akad 
itu disaksikan oleh dua orang 
saksi. 
3) Syarat yang terkait dengan utang 
(al-Marhun bih) : (a) merupakan 
hak yang wajib dikembalikan 
kepada orang yang memberi 
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utang, (b) utang itu boleh 
dilunasi dengan jaminan, dan (c) 
utang itu jelas dan tertentu. 
4) Syarat yang terkait dengan 
barang yang dijadikan jaminan 
(al-Marhun), menurut ulama 
fiqihsyarat-syaratnya sebagai 
berikut: (a) barang jaminanitu 
boleh dijual dan nilainya 
seimbang dengan utang, (b) 
berharga dan boleh 
dimanfaatkan, (c) jelas dan 
tertentu, (d) milik sah orang 
yang berutang, (e) tidak terkait 
dengan hak orang lain, (f) 
merupakan harta utuh dan, (g) 




5) Disamping syarat-syarat di atas 
para ulama fiqih sepakat 
mengatakan, bahwa ar-Rahn itu 
baru dianggap sempurna apabila 
barang yang di-rahn-kan itu 
secara hukum telah berada di 
tangan pemberi utang, dan uang 
yang dibutuhkan telah diterima 
peminjam utang.  
       Apabila jaminan itu berupa 
benda berupa benda tidak 
bergerak seperti rumah dan 
tanah, maka tidak harus rumah 
dan tanah yang diberikan, tetapi 
cukup surat jaminan tanah atau 
surat-surat tanah itu yang 
diberikan kepada orang yang 
memberikan piutang. Syarat 
yang terakhir demi 
kesempurnaan ar-Rahn adalah 
bahwa barang jaminan itu 
dikuasai secara hukum oleh 
pemberi piutang. Syarat ini 
menjadi penting karena Allah 
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menyatakan barang jaminan itu 
dipegang atau dikuasai secara 
hukum oleh pemberi piutang.
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4. Pemanfaatan Barang Gadai oleh 
rahin dan murtahin 
       Adapun pemanfaatan barang gadai 
ada beberpa pendapat dari para ulama 
fiqih: 
1. Pemanfaatan barang gadai oleh ar-
Rahin. 
     Para ulama berpendapat dengan 
dua pendapat. jumhur ulama selain 
Syafi’iyah melarang ar-Rahin untuk 
memanfaatkan barang gadai atau 
jaminan, sedangkan ulama Syafi’iyah 
membolehkannya sejauh tidak 
memudharatkan al-Murtahin. Secara 
perinci uraiannya sebagai berikut: 
a. Ulama Syafi’iyah 
berpendapat bahwa ar-Rahin 
dibolehkan untuk memnfaatkan 
barang gadai. Jika tidak 
menyebabkan barang gadai itu 
berkurang, tidak perlu meminta izin 
kepada al-Murtahin, seperti 
mengendarainya, dan 
menempatinya. Akan tetapi, jika 
menyebabkan barang gadai tersebut 
berkurang seperti pengolahan 
sawah, dan kebun, ar-Rahin harus 
meminta izin kepada al-Murtahin. 
2. Pemanfaatan barang gadai oleh al-
Murtahin. 
Jumhur Ulama selain 
Hanabilah berpendapat bahwa al-
Murtahin tidak boleh memanfaatkan 
barang gadai, kecuali apabila ar-Rahin 
tidak mau membiayai barang gadai 
tersebut. Dalam hal ini al-Murtahin 
dibolehkan mengambil manfaat sekedar 
untuk mengganti ongkos pembiayaan. 
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa 
al-Murtahin boleh memanfaatkan 
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barang gadai, jika berupa kendaraan 
atau hewan seperti dibolehkan untuk 
mengendarainya atau mengambil 
susunya, sekedar pengganti 
pembiayaan. Lebih jauh pendapat para 
ulama tentang pemanfaatan barang 
gadai oleh al-Murtahin sebagai berikut: 
Ulama Malikiyah membolehkan al-
Murtahin memanfaatkan barang gadai, 
jika diizinkan oleh ar-Rahin atau 
disyaratkan ketika akad, dan barang 
gadai terebut merupakan barang yang 
dapat diperjual belikan serta ditentukan 
waktunya dengan jelas. Demikian juga 
pendapat Syafi’iyah. 
5. Tambahan pada Barang Gadai 
Tambahan pada barang gadai yang 
dimaksudkan dalam hal ini, seperti: 
buah dari pohon yang digadaikan, hasil 
bumi, atau upah dan kerja budak. 
Berkenaan dengan tambahan tersebut, 
terdapat perbedaan pendapat di antara 
fuqaha. Sebagian fuqaha berpendapat 
bahwa tambahan yang terpisah dari 
barang gadai sama sekali tidak termasuk 
dalam barang gadai. Sementara 
sebagian fuqaha yang lainnya 
berpendapat bahwa seluruh tambahan 
masuk barang gadai. Berkenaan dengan 
tambahan pada barang gadai ini, Imam 
Syafi’i berpendapat: 
( ثُّي بِؼبِ تدَّشنة وَلتوَق) :  وَم بْخوََ وَلا تًض بْسوَأ بُّوَُْوَ وَس ةوَربِإ ٔوَ
 ٍوَ بِي ةٌج بِست وَخ بُم بْخدَُّنتوَ  ًلا بْخوََ بْ وَج وَش بْخوَأوَ  ت ٓوَ بْ بِ 
 وَلتوَق ٕبْ وَن ٔوَ  ات ٓوَ بْ بِ  وَ وَ وََ ت وَي وَكبِنةوَزوَ ٔوَ  ا ٍبِ ْبْ دَّشنة :
 ٌبْ بِإ وَمبْ بِق وَج وَش وَخ ت وَي ٔوَ  ا وَم بْخدَُّنة بِغوَه
بْقة بُّوَن ٍبُ ٓبِ وَ بْش ًبُ بْنة
 ت ٓوَ بُؼبْهوَق ّبِ بْ وَه وَػ ٍبْ بُكوَي بْىوَن تًػ ٕثُّ وَطوَ بُي ٍبِ ْبْ دَّشنة بْيبِ  بُّبْه بِخبْدبُأ
 ٌبْ بِإوَ  ةًشبْ وَخ بُض بْسوَ بْلِة بُذبْي بِضوَ  ت ٓوَ دَّ َوَ بِلِ ؛ سٍلت وَح بِبّمبُكبِ 
 وَلتوَق : ت ٓوَ بُؼبْهوَق ّبِ بْ وَه وَػ ٍبْ بُكوَي بْىوَن ٍبِ ْبْ دَّشنة بْيبِ  ت ٓوَ بُه بِخبْدبُأ وَلا
 ٌوَ ٔبْ بُد بُض بْسوَ بْلِة بِ وَغوَهوَ  ٌبْ بِإوَ  ثُّق وَ بْنة دَّم وَ بُي  دَّ وَح
 بْىوَن ٌبْ بِإ ٔوَ  ا بُم بْخدَُّنة بِغوَهبْقبُي بْىوَن ٍبِ ٓبِ وَ بْش ًبُ
بْنة دَّق وَح بِم بْخدَُّنة
 ت ًوَ بِ  بُ ّدَّق وَح بُّوَ بِبّ ٕبُ بُ   ٌبْ وَأ ت دَّيبِإ بِم بْخدَُّنة بِ بّث وَشبِن وَمبْ بِق بُّبْغبُه بْ وَ 
 ٔبْ وَأ وَم بْخدَُّنة وَض بْسوَ بْلِة وَي بِؼ وَي وَم بِخبْذبُ  ٌبْ وَأ ٍبْ بِي وَ بْب بِش
 وَم بْخدَُّنة بُُّبْ وَػ وَغوَهبْقوَ  ٌوَأ ت دَّيبِإ ٔوَ  ابُّ وَ بْؼوَ . 
 
Imam Syafi’i berpendapat: apabila 
ar-Rahin menggadaikan kepada al-
Murtahin sebidang tanah yang tidak ada 
pohon kurmanya kemudian tumbuh 
pohon kurma maka pohon kurma itu tidak 
termasuk dalam ar-Rahn dan begitu juga 
pohon kurma yang sudah tumbuh pada 
tanah itu dan meskipun al-Murtahin 
berkata kepada ar-Rahin cabut pohon 
kurmanya dan pohon yang 
tumbuhdikatakan “jika saya masukkan 
dalam ar-Rahn sebagai shodaqah maka 
tidak boleh dicabut dalam kondisi kayak 
apapun karena pohon ini menambah 
kebaikan, tapi jika dikatakan “saya tidak 
memasukkannya dalam ar-Rahn maka 





 سٍم وَجوَأ  وَنبِإ تًطبِات وَح ٍوَ ْوَ وَس ٍبْ ًوَ بْ بِ  ةٌكبِنت وَي وَلتوَق
 ًدَّ وَغ بُي , بِم وَجوَلِة وَكبِنةوَر وَمبْ وَق بِطبِات وَ بْنة بُش ًبْ وَث ٌبُ ٕبْ بُكوَ وَ 
 : بِم بْصوَلِة وَغي ٍسٍ ْبْ وَشبِ  وَظبْ وَن وَش ًوَ دَّلنة ٌدَّ بِإ , ٌبْ وَأ دَّلابِإ
 ّبِ بُِ ْبْ وَس بْيبِ  ٍبُ ٓبِ وَ بْش ًبُ بْنة بُّوَط وَشوَ بْشة ٌوَ ٕبُكوَي , ٌدَّ بِإ ٔوَ
 ةٌم بِيت وَح وَيْبِ ٔوَ  وَ وَي بِست وَج
بْنة ٍوَ ٓوَ وَ بْسة ةوَربِإ وَم بُج دَّشنة , ٔبْ وَأ
 تْوَ تدَّيبِإ ّبِ بَِت ٓوَ بِ بْسة وَذبْؼوَ  بْ وَه ًوَ وَح : تْوَ وَذوَن ٔوَ  ٌدَّ بِإ
 بِ وَي بِست وَجبْنة بِذوَن ٔوَ  ٍوَ بْ وَ ٔوَ  بِش ًوَ دَّلنة ٍوَ بْ وَ  وَق بِشبُ ٔوَ ت ٓوَ وَؼ وَي ,
 ٍبْ وَي وَلتوَق وَىدَّه وَع ٔوَ  ّبِ بْ وَه وَػ بُ ٌّاللّ  دَّه وَص بِ بّاللّ وَل ٕبْ بُع وَس ٌدَّ وَ بِلِ
 بِغبِاتوَ 
بْه بِن تْوَ بُش ًوَ وَلوَ  بْ وَشبِبّ بُ أ بْذوَق ًلا بْخوََ وَعتوَ  , ٌبْ وَأ دَّلابِإ
 بُعتوَ بْ ًبُ بْنة وَط بِشوَ بْشوَي. ةٌكبِنت وَي وَلتوَق : بُش بْيوَ بْلِة وَكبِنةوَر ٔوَ
 توَ َوَذُبْ بِػ ّبِ بْ بِ  وَفوَلابِ بْخة وَلا بْي بِزدَّنة : وَعتوَ  ٍبْ وَي ٌدَّ وَأ
 ً وَذبْ بِن ٔوَ , ٍةٌ بْ بُِ وَج ت ٓوَ بُِ بْطوَ  بْيبِ  ٌبِ ة ٕوَ وَ وَ بْنة ٍوَ بِي ًتببْ وَش ٔبْ وَأ ,
 بْي بِشوَ بْش ًبُ بْه بِن ٍوَ بْ بُِ وَجبْنة وَكبِنةوَر ٌدَّ وَأ , بْىوَن ٔبْ وَأ بُّوَط وَشوَ بْشة
 بُّ بْط بِشوَ بْشوَي , ٌبِ ة ٕوَ وَ وَ بْنة بُمبْل بِي بِم بْخدَُّنة بْيبِ  وَظبْ وَن ٔوَ ,
                                                          
34
 Asy-Syafi’ie Abu Abdillah Muhammad ibn 
Idris, Al-Um, (Riyadh: Dar al-Kutub ath-Thayyibah, 
2008), Juz 3, 169. 
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 ّبِ بِبّيبُأ ٍبِ بْطوَ  بْيبِ  ٍبِ بْ بُِ وَجبْنة وَمبْل بِي بُش ًوَ دَّلنة وَظبْ وَن ٔوَ , ت ًدَّ بِي ٔوَ
 وَكبِنةوَر ٍبُ بِبّ وَ بُي : ٍوَ ٓبِ وَ بْشوَي ٌبْ وَأ بِطتدَُّنة بِش بْيوَأ ٍبْ بِي ٌدَّ وَأ
 بِم بْخدَُّنة وَش ًبْ وَث بُم بُج دَّشنة , وَم بْصوَلِة ٍوَ ٓبِ وَ بْشوَي وَلا ٔوَ .
 ٍبِ بْطوَ  بْيبِ  ًتُبْ بُِ وَج بِطتدَُّنة ٍوَ بِي ةٌذ وَحوَأ ٍبُ ٓبِ وَ بْشوَي وَظبْ وَن ٔوَ
 ّبِ بِبّيبُأ , بِقبْ بِق دَّشنة ٍوَ بِي , بِ بّثة ٔوَ دَّذنة ٍوَ بِي وَلا ٔوَ. 
 
“Imam Malik berkata dalam 
masalah orang yang menggadaikan 
sebuah tembok pada jangka waktu yang 
ditentukan maka kemudian tembok 
tersebut ada buahnya sebelum jatuh 
tempo maka sesungguhnya buah-buahan 
itu adalah bukan termasuk bagian dari 
gadai bersama asalnya (tembok), kecuali 
murtahin mensyaratkan buah itu masuk 
dalam gadaiDan sesungguhnya apabila 
seseorang menerima gadai hewan ternak 
sedangkan hewan ternak tersebut dalam 
keadaan hamil atau hamil setelah 
terjadinya akad gadai maka 
sesungguhnya anak dari hewan ternak 
tersebut masuk dalam rahn. Dan buah 
sama anaknya hewan ternak memang 
dibedakan dalam hukunya karena 
Rasulullah saw bersabda barang siapa 
yang menjual pohon kurma maka 
buahnya adalah milik penjual kecuali 
disyaratkan dalam barang yang dijual. 
Imam Malik berpendapat bahwa perkara 
tersebut tidak ada perbedaan karena 
sesungguhnya orang yang menjual hewan 
ternak dan di dalam perutnya ada janin 
maka janin itu kenjadi miliknya 
pembeli”.35 
 
6. Perbedaan pendapat antara Imam 
Syafi’i dan Imam Malik tentang Gadai 
        Dalam masalah gadai ada beberapa 
perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i 
dan Imam Malik yaitu: 
                                                          
35
 Malik ibn Anas, Al-Muwattha’, ( Beirut: Dar 
Iyath at-Turots al-Arobi, 1985), Juz 2 , 492. 
a. Imam Syafi’i tidak membolehkan 
syarat pihak rahin harus menjual rahn 
kepada murtahin untuk membayar 
hutangnya saat jatuh tempo. Syarat 
yang semacam ini tidak dibenarkan 
oleh Imam Syafi’i dan rahnnya batal. 
Sedangkan Imam Malik mebolehkan 
syarat dimana pihak murtahin 
mensaratkan rahin menjual barang 
gadaiannya kepada murtahin setelah 
jatuh tempo 
b. Imam Syafi’i juga berpendapat 
mengenai orang menjadikan rahn dan 
hutang sekaligus, misalkan pihak 
murtahin punya uang 10.000.000,- 
yang kemudian 5.000.000,- untuk 
digadaikan dan 5.000.000,- untuk 
dihutangkan maka rahn yang seperti 
ini menurut Imam Syafi’i tidak 
dibenarkan. Sedangkkan menurut 
Imam Malik menjadikan dua akad 
rahn dan hutang sekaligus itu 
dibenarkan karena akad rahn itu 
adalah hutang pada asalnya. 
c. Jika terjadi perbedaan pendapat antara 
rahin dan murtahin dalam masalah 
hutang pada barang gadai misalkan 
rahin berkata “saya menggadaikannya 
500 dirham” dan murtahin berkata 
“saya menerima gadai itu 1000 dirham 
sedangkan harga rahn setara dengan 
1000 dirham atau lebih atau di atasnya 
500 dirham maka menurut Imam 
Syafi’i pengakuan yang harus diterima 
adalah pengakuan pihak rahin. 
Berbeda dengan pendapat Imam Malik 
yang berpendapat bahwa pengakuan 
dan sumpah murtahinlah yang harus 
diterima 
d. Imam Syafi’i tidak membolehkan 
gadai yang dilakukan secara tidak 
serah terima barang yang dijadikan 
gadai karena serah terima barang gadai 
merupakan salah satu syarat gadai. 
Sedangkan menurut Imam Malik gadai 
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yang dilakukan secara tidak serah 
terima dibenarkan dan dibolehkan. 
7. Persamaan Pendapat antara Imam 
Syafi’i dan Imam Malik tentang Gadai 
        Masalah gadai Imam Syafi’i dan 
Imam Malik ada beberapa persamaan 
yaitu: 
a. Imam Syafi’i dan Imam Malik telah 
sepakat bahwa hukum gadai itu 
dibolehkan berdasarkan nash al-Quran 
dan hadis 
b. Menurut Imam Malik dan Imam 
Syafi’i rahn itu dibolehkan untuk 
dilaksanakan saat dalam keadaan p punya 
hutang 
c. Imam Syafi’ mengatakan rukun rahn 
itu ada empat yaitu: 
d. Rahin 
e. Murtahin 
f. Marhun bihi 
g. Sighat 
         Imam Malik juga mengatakan 
bahwa rukun akad ada empat 





permasalahan yang penulis uraikan pada 
bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
Praktek pengambilan buah pohon 
pada barang gadai tanah yang dilakukan 
oleh masyarakat Kecamatan Guluk-guluk 
memberikan hak milik buah pohon pada 
barang gadai tanah kepada al-Murtahin 
disesuaikan dengan kebiasaan sampai 
pihak al-Rahin membayar hutangnya 
kepada al-Murtahin. 
Anaisis pendapat Imam Syafi’i dan 
Imam Malik tehadap pengambilan buah 
pohon pada barang gadai tanah di 
Kecamatan Guluk-guluk merupakan 
praktek pengambilan buah pohon oleh 
pihak al-Murtahin pada barang gadai 
tanah menurut Imam Syafi’i buah pohon 
tersebut merupakan bukan bagian dari 
barang gadai (marhun bih) akan tetapi 
buah itu adalah milik orang yang 
menggadaikan (ar-Raahin) oleh karena 
barang itu bukan termasuk barang rahn 
maka murtahin mutlak tidak bisa 
memanfaatkannya apalagi mengambilnya 
sebagai hak milik. Akan tetapi, menurut 
Imam Malik apabila pihak murtahin 
mensyaratkan buah pohon itu menjadi 
bagian dari marhun bih maka menurut 
Imam Malik hukumnya diperbolehkan. 
Jadi kalau masyarakat kecamatan guluk-
guluk mensyaratkan buah pohon itu 
masuk pada barang gadai maka menurut 
Imam Malik praktek gadai tersebut dapat 
diterima.  
Imam Syafi’i dan Imam Malik 
sama-sama mengatakan bahwa barang 
yang tumbuh pada barang gadai bukan 
bagian dari marhun bih akan tetapi harta 
yang terpisah. Akan tetapi bedanya kalau 
Imam Malik mengatakan bisa menjadi 
bagian dari marhun bih apabila 
disyaratkan dalam akad rahn. Sedangkan 
menurut Imam Syafi’i tetap tidak bisa 
menjadi bagian marhun bih. 
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